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BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 23 TAHUN 2015
===================================================
PERATURAN BUPATI TABANAN 
NOMOR   23   TAHUN 2015

TENTANG
 TATA CARA KERJASAMA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
DI KABUPATEN TABANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

Menimbang
:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tabanan, mengamanatkan bahwa mengenai Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tabanan;
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737):
8. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
11. Peraturan   Pemerintah   Nomor   48   Tahun   2008   tentang Pendanaan    Pendidikan    (Lembaran    Negara    Republik Indonesia  tahun  2008  Nomor  91,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama antar Daerah;

18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Guru Dengan Tugas Tambahan  Sebagai Kepala Sekolah;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 2);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3);
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA KERJASAMA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI  KABUPATEN TABANAN.
BAB  I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Tabanan.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
6. Lembaga Non Pemerintah adalah perusahaan/organisasi yang berbadan hukum, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, dan Organisasi Profesi Dalam Negeri dan Luar Negeri. 

7. Kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Pemerintah Daerah dengan perorangan, Lembaga Pemerintah atau Lembaga Non Pemerintah untuk bersama-sama melakukan kegiatan guna mencapai efisiensi dan efektifitas pelayanan, sinergi, dan saling menguntungkan.

8. Kesepakatan Bersama adalah Kesepakatan yang dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Daerah dengan Lembaga Pemerintah atau Lembaga Non Pemerintah dalam rangka kerjasama dan berisi mengenai urusan yang dikerjasamakan dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. 

9. Perjanjian kerjasama adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Daerah dengan Lembaga Pemerintah atau Lembaga Non Pemerintah dalam rangka kerjasama yang berisi peraturan-peraturan secara garis besar mengenai urusan yang dikerjasamakan, bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang ditetapkan oleh Peraturan Perundangan yang berlaku.
10. Calon mitra kerjasama adalah semua pihak baik perorangan, Lembaga Pemerintah, Maupun Non Pemerintah yang akan melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah. 

11. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, aklak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara, yang diselenggarakan di Kabupaten Tabanan.

12. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.

13. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.

14. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.

15. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

16. Badan  pengelola  adalah  Lembaga  atau  perorangan  yang berbadan   hukum   dan   mempunyai   anggaran   dasar   dan anggaran rumah tangga dalam penyelenggaraan pendidikan.
17. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, bebentuk sekolah dasar (SD) atau bentuk lain yang sedrajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP), atau bentuk lain yang sederajat.
18. Pendidikan berbasis Daerah adalah satuan pendidikan dasar dan menengah yang menyelenggarakan pendidikan dengan acuan kurikulum yang menunjang upaya pengembangan potensi, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Tabanan.

19. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah.

20. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

21. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

22. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

23. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

24. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, jaminan dan penerapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.

25. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria atau standar yang telah ditetapkan.

26. Standar pendidikan adalah kreteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan pendidikan, yang berlaku dan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara satuan pendidikan di daerah.

27. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan.

28. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen-komponen sistem pendidikan pada satuan/program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

29. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia, terukur pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

30. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Satuan Pendidikan.

31. Masyarakat adalah kelompok warga masyarakat non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peran dalam bidang pendidikan.

BAB II
TATA CARA KERJASAMA
Pasal 2
(1) Kerjasama meliputi aspek peningkatan mutu relevansi dan pelayanan pendidikan sesuai dengan kewenangan.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh kerjasama pada setiap satuan pendidikan formal dan nonformal dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Tabanan yang jangka waktunya lebih dari 1 (satu) tahun atau kerjasama yang jangka waktunya kurang dari 1 (satu) tahun tetapi materi muatannya bukan merupakan tugas pokok dan fungsi secara langsung dari unit kerja yang bersangkutan. 

(3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu kepada kebijakan umum Pembangunan Nasional dan Daerah. 

Pasal 3
Kerjasama Satuan pendidikan dapat dilakukan dengan perorangan, Lembaga Pemerintah atau Lembaga Non Pemerintah yang dilaksanakan dengan itikad baik atas dasar prinsip-prinsip :

a. efisiensi; 

b. efektivitas; 

c. sinergi; 

d. saling menguntungkan; 

e. kesepakatan bersama; 

f. itikad baik; 

g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

h. persamaan kedudukan; 

i. transparansi; 

j. keadilan;  

k. kepastian hukum; dan 

l. saling mendukung. 

Pasal 4
(1) Kerjasama dapat dilakukan oleh : 

a. Satuan Pendidikan dengan Perorangan; 

b. Satuan Pendidikan dengan Lembaga Pemerintah; dan 

c. Satuan Pendidikan dengan Lembaga Non Pemerintah. 

(2) Dalam pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, Satuan Pendidikan dapat mengikutsertakan perorangan, Pemerintah Daerah lain dan lembaga-lembaga baik Departemen atau Non Departemen serta  badan-badan yang berada dibawahnya dan Pemerintah Negara lain serta Perusahaan/ Organisasi yang berbadan hukum, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Profesi Dalam Negeri dan Luar Negeri yang tunduk pada Hukum Indonesia sepanjang terdapat keterkaitan dengan tujuan kerjasama. 

Pasal 5
Ikatan kerjasama dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama.

Pasal 6
(1) Kesepakatan Bersama ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten. 

(2) Kesepakatan Bersama berisi maksud dan tujuan, ruang lingkup, bentuk, pembiayaan serta jangka waktu Kesepakatan Bersama. 

(3) Kesepakatan Bersama setelah ditandatangani dapat ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama atau dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.
Pasal 7
(1) Perjanjian Kerjasama ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten. 

(2) Kriteria kerjasama yang bersifat strategis didasarkan pada nilai investasi, kompleksitas persoalan dan instansional, jangka waktu perjanjian, mitra kerjasama. 

Pasal 8
(1) Naskah kesepakatan bersama memuat sekurang-kurangnya : 

a. judul; 

b. konsideran; 

c. dasar hukum; 

d. batang tubuh yang terdiri dari ketentuan umum, maksud dan tujuan bersama, dan   lain-lain yang dianggap perlu sesuai kesepakatan para pihak; dan
e. penutup. 

(2) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditindak lanjuti dengan Perjanjian Kerjasama. 

(3) Naskah Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat sekurangkurangnya : 

a. judul; 

b. konsideran; 

c. dasar hukum;

d. batang tubuh yang terdiri dari ketentuan umum, maksud dan tujuan bersama, obyek kerjasama, ruang lingkup kerjasama, pembiayaan, jangka waktu kerjasama dan lain-lain yang dianggap perlu sesuai kesepakatan para pihak; dan 
e. penutup. 

Pasal 9
Satuan Pendidikan dalam melakukan kerjasama dapat memilih bentuk kerjasama yang ada atau menetapkan sendiri bentuk kerjasamanya berdasarkan kesepakatan.
Pasal 10
(1) Tata cara kerjasama diawali dengan pembentukan Tim Koordinasi Kerjasama Satuan Pendidikan yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Sekolah. 

(2) Tugas Tim Koordinasi Kerjasama Satuan Pendidikan adalah : 
a. melakukan inventarisasi urusan yang akan dikerjasamakan; 

b. mengusulkan prioritas urusan yang akan dikerjasamakan; 

c. menyiapkan 
proposal penawaran kerjasama kepada perorangan, Lembaga Pemerintah atau Lembaga Non Pemerintah; 

d. menyiapkan jawaban atas penawaran kerjasama yang berasal dari perorangan, Lembaga Pemerintah, atau Lembaga Non Pemerintah; 

e. menentukan kriteria kerjasama yang bersifat strategis dan non strategis; 

f. menyiapkan naskah kesepahaman bersama; 

g. melakukan pembahasan studi kelayakan (feasibility study) terhadap penawaran kerjasama yang berasal dari Perorangan, Lembaga Pemerintah, atau Lembaga Non Pemerintah; 

h. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan calon mitra kerjasama dan melakukan proses pemilihan investor; 

i. menyiapkan rumusan Perjanjian Kerjasama; 

j. menyiapkan perubahan Perjanjian Kerjasama atau Addendum; 

k. melakukan pembahasan rumusan Perjanjian Kerjasama dengan calon mitra kerjasama; 

l. menyiapkan penandatanganan kerjasama;  

m. dapat membentuk Tim Teknis untuk menyiapkan materi kerjasama yang bersifat teknis sesuai dengan urusan yang akan dikerjasamakan; dan 

n. menyusun telaah staf. 
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tim Kerjasama dapat berkonsultasi dengan Dewan Pendidikan/Klinik Pendidikan yang memiliki kepakaran bidang tertentu. 

BAB III

KETENTUAN PENUTUP
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan

pada tanggal 15 Mei 2015
BUPATI TABANAN,

TTd
NI PUTU EKA WIRYASTUTI
Diundangkan di Tabanan

pada tanggal 15 Mei 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,
                TTD
I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA
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